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Tak Bisa Penuhi Target PAD, Dirut PD 

Baramarta Diberhentikan 

 
Kanalkalimantan.com 

 

 

Dianggap tak bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Banjar memberhentikan Direktur Utama (Dirut) PD Baramarta. 

Sekadar diketahui PD Baramarta adalah perusahaan milik daerah yang bergerak pada 

bidang pertambangan Pemkab Banjar sebagai pemilik saham perusahaan melalui Bupati 

Banjar H Khalilulrahman secara resmi mengeluarkan surat keputusan tidak melanjutkan 

jabatan Dirut PD Baramarta Teguh Imanullah. 

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar HM Hilman kepada Kanalkalimantan 

mengatakan, hasil evaluasi kinerja terhadap Dirut PD Baramarta Pemkab Banjar bersama 

Dewan Pengawas PD Baramarta memutuskan tidak memperpanjang dan mengganti Dirut PD 

Baramarta. 

Hasil evalusai standar kinerja yang tidak bisa dipenuhi itulah, membuat Bupati Banjar 

memutuskan untuk tidak memperpanjang dan mengganti pejabat Dirut PD Baramarta. Tidak 

memperpanjang dan Bupati Banjar mengganti Dirut PD Baramarta Teguh Imanullah, karena 

kinerja tidak terpenuhi dengan baik. 

Lantaran tidak mampu memenuhi target setoran pendapatan asli daerah (PAD) tahun 

2019 sebesar Rp 4,4 milliar, serta persoalan lainnya membuat Dirit PD Baramarta Teguh 

Imanullah diberhentikan. Jabatan Dirut PD Baramarta sebelumnya tidak diperpanjang, untuk 
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menempati posisi yang kosong sesuai dengan ketentuan, maka tugas direktur utama 

dilaksanakn oleh dari salah satu dari Dewan Pengawas PD Baramarta. Dari tiga orang Dewan 

Pengawas, Bupati Banjar menunjuk Agus Rahman sebagai pelaksana tugas (Plt). Dalam 

tugasnya Plt PD Baramarta akan sesuai menjalankan fungsi direktur. 

HM Hilman menambahkan, dalam waktu dekat ini sambil melakukan revitalisasi akan 

melaksanakan kan persiapan seleksi calon Direktur Utama PD Baramarta. 

Berdasarkan keterangan Sekda Banjar, kondisi manajemen PD Baramarta dalam 6 

tahun terakhir mengalami kemerosotan. Puncaknya pada tahun 2019 hanya bisa menyetorkan 

PAD sebesar Rp 700 juta dari target Rp 4,4 milliar.  

 

Sumber Berita: 

1. https://kanalkalimantan.com, Tak Bisa Penuhi Target PAD, Dirut PD Baramarta 

Diberhentikan, Rabu 7 Oktober 2020 

2. https://dutatv.com, Pemkab Banjar “Copot” Jabatan Dirut PD Baramarta, Rabu 7 

Oktober 2020 

Catatan Berita: 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, 

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan 

dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 

memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 

Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga 

komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi 

dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut 

berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini 

adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan desentralisasi.  

 

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber 

pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah  

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untukkeperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

 

http://tipsserbaserbi.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah-pad.html
https://4.bp.blogspot.com/-kfD1mHVQX28/WJMD9SQuWvI/AAAAAAAAEgo/ybjFSjHsYSAj6eFfewYi9r0406PiIwMDwCLcB/s1600/pengertian+pad.jpg
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2. Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang 

pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang 

keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah 

tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari 

lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.  

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:  

 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;   

 Jasa giro;   

 Pendapatan bunga;   

 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, 

potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 

barang dan/atau jasa oleh Daerah.  

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan 

Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni 

menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. 

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa 

dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah 

diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah 

merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau 

potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh 

pendapatan daerah. 

 


